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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. NOMOR PER- 33 IPB/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG, DAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN
P~RATURAN MENTERIKEUANGAN .NOMOR91lPMK.O5/2007TENTANG BAGAN AKUNSTANDAR. ..

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang : a. bal1wadalarn. rangka ... rnemberikan '.'kemudal1an ,'.. dalam mekanisme

pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga, perlu disusun pedoman penggunaan akun pendapatan,
belanjapegawai,.belanja barang, dean belanja('modal sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomo.r91IPMK,O5/2007 tentang Bagan Akun
Standar;

b. bahVlla berdasarkanpertirnbangansebagailliahadirnaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Pedoman Pehggunaan Akun Pendapatan, Belanja pegawai, Belanja

. Barang;danB~lpf"ljar..,.1Qgpl sE;!§Ycai dengcanf?~rcaJYrcan Menteri Keuangan
Nomor.91/PMK; 0514QO7JenJang .~agean AkunStangcaF;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Neg~ra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor {rahun 2004tentangPE;!(pendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4355);

3. Undarig-LJndarig Nomor.15 TahOn200'JtenfapgPemeriksaan Pengelolaan
clan Tanggung Jawab Keuangari< Negata'(LemParan Negara Republik
IndonesiP Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara RE;!publik
Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49. Tamb.ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4503); .

5. Peraturan PE;!merintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
clan Kinerjalnslansi Pemeriritah;

6. Kepotusan PresideD . Nomor.. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
. Pelaksanaap". Anggar~ni..geridapatan clan Belanja Negara (Lembaran

tNegara<Rep~Qlik IndoriesiaTahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
. Ne.g~r<i3 R~PLJ91* IndonE;!sia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah
dengan Keputusa-f),PresidE;!n Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia TahUn 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun
Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.O5/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 11J-



Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
PEDGMANPENGGLJ NAAN AKLJ N PEN DAPATI;\Nj..BELANJA
BELANJA BI;\RANG., DANBELANJA MODAL SESUAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.O5/2007
BAGAN AKUN STANDARc:

pasa! 1

Untuk pen~r~pa68agah Akun StandarelehKementerian Negara/Lembaga
khususnya pengglJnaanakun pehdapatari,belanja pegawai, belanja barang,
dan b~lanja rnQcjal,perlLi pedema"n penggunaan akun pendapatan, belanja
pegawai, "belarijabarahg,dan belanjamedalse~lJai dengan Peraturan Menteri
Kel./pngan Nemer 91/PMK".Q5/2QO7 t~ntang Bagan A.kun Standar.

Pasal2

Pedomanpenggwnaanakun pendapatan,.belanja p~gawai, belanja
dati belanja'mbdalinidiswswn wntwK<memberikan kemwdahanmekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja ..

p~nyw~wnanLap()ran Kewang<3nKel11ent~rian Negwa/Lembaga.

Pasal3

Mekanisme..pel1gguhaarr akuh..penc:fapatan, belanjapegawai, belanja barang,
c:fanbelanjamodarc:filakUkahsebagairnana.tercantum dalam Lampiran I c:fan II
Peraturan Direktur Jenc:feral Perbenc:faharaan ini.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mLJlai berlaku pad a tanggal

dltetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Direktur Jend~ral Perbendaharaan
Negara Republik Indonesia.

~
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.
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A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Mata Anggaran sebagaimana tercantump~da Peraturan Menteri.Keuangan<Nomor
91lPM K.Q51? 0O7tenta ngE3?ig?in j\kqn9t?iPc;lar.

2. ..PeraturanMenteri Keuangan Nomor91/PMK. 05/4.007 tentangB~gan Akun, §tandarberlaku
efektif untuk transaksi mulai tanggal 1 Januari 2008 kecuali untuk transaksi pendapatan
mulai tanggal 1 Maret 2008.

;3. Nomenklatur MAK (Mata Anggaran Pengeluaran) dan MAP (Mata Anggaran Perlerimaan)
tidak digunakan lagi. ..

PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA(MPN)B.

1. Transaksi penerjmaan negara tanggal1J.anuari20Q8 sampai;qeng.C{n;28 F;~pru~ri 2008
yang dipukuk~n deng~n m~ngglll1akanMPN m~ng(:tGlIk~pada .kq9~M(:t~a.AnggC{rC{r:1)sesuai
dengan Peraturan Menteri Keu(:tngan...Nomor 13lp;MK.p6l20P$ ~~ntalng.l:3(:tg(:tn)gerkiraan
Standar.

2. Transaksi penerimaan negara tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan31. Desember>2008

YCing (::Jit?ukukandengap menggunakan MPN..m~ngacukepadCikpq~ rv1Cita.AnggC)f"CiI'):.sesuaid~ngan PerC)turan Menteri Keuangan Nomor911PMK..05/2QQ? .tEmtang . BCigaq Akun

Standar.

3. Untuk tujlian pelaporankeuangan, transaksi sebagaimana' dima~,sud pada<angka 1
dilakukan mapping kode perkiraan ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMKO5/2007 tentangBagan Akun Standar.

4. Dalam rangka mempercepat penerapan mapping pada Kementerian Negara/Lembaga, tatacara mengenai mapping diatur tersendiri. . .

TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN UANG PERSEDI.AANc.

1.. $.e5uai.cjenganPeraturan"'M~nteriK~UEmganNqmqr.91/PMK.Q5~2PO? t~nt~ng B(!gan Akun
Standar, tidakada .kode untuk p~ngernbalian p~ndap(!tan dan .pengembalian.Q~lanj~.

2. Untuk transaksipengernbalianpendapatan dan penerimaan pembiayaan tahUI1 2008
menggunakankode akun penerimaantahun2008iyang.t~(kait.

3. Uhtuk transaksi pehgembalian pendapatan dan. penerimaan pembiayaan tahun 2007
menggunakan kode akun penerimaan tahun 2008 yang terkait.

4. Untuk transaksi pengembalian belanja dan. pengeluaran pembiayaan tahun 2008menggunakan kode 'akun pengeluarah Yang terkait .

5. Untuk transaksi pengembalian belanjadan pengelu~ran pembiayaan t~hun 2007
menggunakan kbdeakun penerimaan peridapatan lain-lain yang terkait.

6. Untuk. trans.aksl pengembaJian Uang Persediaan tahun anggaran 2008, menggunakan
kode pengembalian Uang Persediaan tahun anggaran berjalan dan dibedakan berdasarkankode sumber dana. .

7: Untuktransaksi pengembalian>Uang 'Persediaan tahunanggaran2007, menggunakan
kode pengembalian Uang Persediaan tahun anggaran lalu,dan tidakdibedakan
berdasarkan kode sumber dana.nr

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 33 /PB/2008 TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG, DAN .BELANJA .MODAL SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
91/PMK.O5/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR



D. BELAN..JAPEGAWAI

1. 13elanja,PegalJliaiadalahbelanjakdrtrpensasi balk dalam bentuk wang rnaupun bararigy$ng
ditetap~anb~n:iasflrkanperat\.Jr~l1>perundang-undangan yang diberikan kepada pejab$t
negara,PegawaiNegeri Sipil (pNS),dan pegawai yang dipekerjakan oleh periierintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan alas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah
gall den tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial,dan lain-lain yang berhubungan

dengan pegawai.

2. 13elanjaF~gCiiWc;ti ,b~rHpa hpllP~c;trilJm, t~lc;tp hflnya, diperg unakc;tn" ulltyk, pembaYc;tran hpnorpegawai honorer yang' aRan ' diahgkatrrienjadipegawai dalarritangkamendukung luges

pokok den fungsiunit organisasFyang bersangkutan.

3. Belanja pegawai berupa honorarium tidaktetapdip@rgUnakan' Llntukp@rribayaran honor
bagi pegawai yar19m~njadi ariggota tim yangdibentu!(>\untuk ,melaksanakalTtkegiatan
tertentu >baikyangsifatnya insideritil,tcrash progrtgm, dengamdangka '. waktu> tertentu atau

terus-menerus dalarn rangka penugasan maupun yang sesuaiwtugas pokokdanfungsinya,
d~oberlc;tj(4 . l'1c;tllya . pc;tc;tatahUo CiinggCiiHm 4998, §ifat ,tim yang, c;fibeollJk ,c;fc;tPfltyc;tn9 tej(nis
dan non.:tekhis. Contoh honorarium tidaktetap adalal1 honor.urity.~'$~q,uaJiq,p~laksana
kegiatan yang terdiri Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinafbr, RetUa; WaRn Ketua,
Sekretaris, den Anggota termas,lJk~ekrelc;triat.

4. Belarija Pegawai>berupahonorarium tidak tetCiipmuiaFtahunanggaran2009masuk ke
dalam belanjabarangyangdipisahkan sesuaidengansifat belarija barang>beniJpabelanja
bararigoperasiorial clan belanjabatang rion.:operasional.

BELANJA BARANG.

1. Belarija Barang adalal1perl)belian barang>dan lase yang habispakaiuntl.Jkimemproduksi
batang dc::JI'ijasa yangdipasarkanmaLJpul1 yang tidak dipasatkan.' BelanjaBararigdCiin Jasa
merupakan pengellJaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai kep'erluah kantor
sehari"'hari, peng,adaan barang yang habis pakai seperti al.at tuUs. kantor,
pengadaan/penggantian peralatankantof, langganan daya .danjasa,Jain-lain, pengeluaran
untuk membiayai pekerjaan yang bersifatnon-fisik den secaralangsuf1gmehUhjahg tug as

poj(pk dall" fungsiK.~rn~l1t~rjal1/kernl:>aga,., pengadc;tWl. P~rCii!.Ciitank.;i/1tor yc;trlg qiJc;tipya ti(jak
memenuhi syarat nilai.. kapitaHsasiminimum 1'c;tng diatyr .oleh.' perneribtah>pusat, den
pengeluaran lase non-fisik seperti pengeluaran untuk Playa pelatihan den peneliUah.

Contoh:

SuatU instansirrienetapkat\kebijakanakuntansitentang' batasannilaiminimum kapitaUsasi
ecapitalizatiori treshoJd)asettetap' sebesarRp300.000, -.1 nstansictersebl:Jt merehcanakan
untuk m~Dganggarkailpempelian kc;tlkulatqr1 ljnit seha~gc;t.RP48p.OOO'7'

Instansi A akan mengariggafkanpembelianKalkl:Jlator tersebutpadaAPBNsebagai Belanja

Bc;triang.~~I:>E3Sc;tr, Rp2~O.OQQ,-.Jika terjagi pelT1b~lian kCiilkuICiit()r,peml:>elic;tn.ter~ebut c;tkan
dicatat sebagai BelanjaBCiif;:tllggantidak disajikan sebagaiaset dCiilpmn~rCiica,fetapi cukup
dicatat dalam buku inventaris.

Belanja Barang dikelompokkan ke da.lam 3kategpri belaoja

a. ~ela'ljc;t,FengagaanBwa'lg gan JCiisa

Belanja PengCiidaap Barang, yang, rtidak mernenuhinilai kapitalisasJdalarn ICiiporan
keuangan. dikategorikan ke" dalanl BelCiinja Barang, Qperasional den B~lanjc;t ,l3arc;tngNon-Operasibnar..' B~lanja 'Pengadaan~asa . KonsUlt~h 'tidakfermasLlk"dalaq,kategori

kelompokBelarija Jasa.Belarija'PengadaanB>arang yan'grnernerluhinilai kapitalisasi
aset tetap dimasukkan ke dalam kategori Belanja Modal yang masukke!dalamlaporan
keuapgart sebagai penambahan nilaiasettetapdan tidak.dapat .dikelornpokkan. ke
dalam ,Belanja Barang. ,.~



b. Belanja Pemeliharaan . /.

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjangmasa manfaat dan/atau kemurigkinan besar tidak memberi manfaat . ekonomi di
masa yang. akan datang .. dalam bentuk kapasitas, mutu prod uksi , ataupeningkatan

standar kinerja, tetap dikategorikan sebagai Belanja Pemeliharaan dcHam laporan

keuangan.

c. Belanja Perjalanan

Belanja Perjalanan yangdikeluarkantidak uhtukJ tLJjuan<pe~r6Iehan aset tetap
dikategorikan seb;<;igaiBelanja PE;!rjal~nandf1lam laporCin keLJ<;il1g<;in.

3. BelanjaPemeliharaan'adalan..pengeluaran .yangdimaksudkan LJritOk</rrlempEHfanarikan aset
tetap atauasetlainnya yangsLJdah adakedalam kondisi normaltanpamempernatikan
besar kecilnya jumlan belanja. Belanja Pemelinaraan melipLJti <aritaralainperr'lelinaraan
.tan~h, ... p~melit1~r~an. gegungda!1.b~ngumm ... .kanto(, rl.lmangil;tas,~e!1g~raan b~rmotor
dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalclO,jaringan irig~~i,. p.e(~lata!1 masin, dan
lain-lain sarana yang bernubungan dengan penyelenggaraan pemerintanan.

Canton:

Suatu instansi merencanakan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000,-LJtitUkbiaya gantibli>sebanyak1 0 rnbbiFdinas. .

J nstCi'l~i.!~rs~bLJtCi~Ci.n. r'len~a 'lturP kan /:)eIa nja p~rneljh a~aCi'l padaAPBN1~p Bp~ebesa r
Rp?QPP.OQQ,-, Ierha<:iap ~~alisasi .pengeIuCifCi'l.. .beICinjater§~/:)ut..p!icat?t .c;J<;1p..disajikan
sebagai BelanjaPelTieliharaan..karepCi. pengeluaraq untLJ~.I3.~lanja pernelihCi~CiCiI'1 twsebut
tidak memenuhi persyaratankapitaIisasi aset tetap yaitu karena tidak mengakibatkan
berfam bahnya. urn (I r,. rn anfaat,ataU kapasitas.

4. Belanja Pemeliharaan yangdikeluarkans~t~lC3h perolehC3l'la~eU~tC3P.yang mel'larnpah den
memperpanjang mesa manfaat den atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di

masayangakan datangdalam bentukkapasitas,mutI.J produksi/ataUpeningkatanstandar
kinerjaharus dikapitalisasike dalam. Belanja Modal den masukkedalarhlapOrankelJangan
~epagC3i p~nambatJan nilai .a~et tetap dal'l diberikanpenjelasal'ldi. dalarnCatatan etas

Lappran K~uangan.

5. Belanja Perjalanan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan tug as, fungsi, dan jabatan.
Contoh:
Suatu instansi merehcanakan akanmeiakukanperjaH3nal1dinas keluar kotadalamrangka
monitoting/pemantauah'pelaksanaahtugas dengan anggararr sebesarRp4:000.000,-
del1gal1realisasisebesarl!'{p3. 900 .;000, C:.

Rencana pengeluaran alas perjalanan dinas dianggarkan pada APBN sebagai Belanja
Perjalanan. Terhadap realisasil1yadisajikan pac:Ja Laporan Realisasi Anggaran sebagai
Belanja Perjalanan sebesar Rp3.900.000,-.

6.B~I<:tnja ~~rJalanan yangdik~luarkan untuk tujyan p~~ol~hafl <:t~~t t~tap harusql~<:tpitalisasi
k~dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagaipenamqahan nilai
aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catalan alas Laporan Keuangan.

F. BELANJA MODAL

1 Belanja Modal adalah pengeluaran yangdilakukan dalam rangka pembentukanmOdal yang
sifatnya menambah asettetap<atau asetlainnyayang rnerriberikanrnanfaafilebih.dari 1
(satu)periode akuntansi,termasukdi dalarrinya adalah pengeluarari)j)ufm.Jk' biaya
pemeliharaan yang sifatnya rnenipertahankart atau menarribah mesa manfaat,
meningkatkan kapasitasdan kOalitasaset.

2. Aset tetap . mempunyai ciri-cirl.. berwujud, akcln menambah aset pemerintah', mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset
lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. ~

~



3. Suatu belanja dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila:
, ,

Peng~ILjarqn t~rseput mengakibatkan adal}YClperolehanyqng .rnel}ampah masaLJmur, . manfaq1.9aMkapasitqs.
ase't PernerintClh; ,

b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset;>tetap atau aset
lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

c. Perolehan qset tetap tersebut diniqtkan bLjkc;lpuntukdijual.

4. Belanja untukpel1gellJaran-pengeluaran sE3sudahperolehanaset tetapatauaset lainnya
yaityf3elal1ja. Pernelioaraan yangdikapitalisasidapat dirnasukkal1,sebagaiBelanjaMOdal.
P~l'Jgeluar<:tl1. tersebytdapat ciikategQrikan. s~bagaj.Belal1ja MQdaljika .memenuhi
p~q)yaratal1 sebagai b~rikut:

a. Pengeluarantersebut rnengakibatkan behambahnya masamanfaat,R~pa~itas, kualitas,
dart volume agel yangtelah dirhiliki; . ..

b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset. tetap/aset
lainnya.

5. Pertambahan masa manfaat adalah bertamb<:tonya umur .ekonornis.yang,dioarapkan dad
asett~tapY<:tng sudah ada. Misalnya, sebuah. gedung semula dip~rkirakan m~mpunyai
LJmurekorlomis .10 tahlJn. Pada.. tahunke:.Tpemerinlahmelakukarjtenqyasi<;iengan
harapangedungterseoutmasih . dapat' digLJnakan$lahunlagi. Dengan'~danya'renovasi
tersebutmakaLJmLlr gedul1g berLJbah dati fa tahunmenjadi 15tahun~ . ..

6. Peningkatan kapasitas adalah bertambaOl1ya. krapasitas ataykernrarnpyal1.,rasettetap yang
sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 2QOkW .di.lakukan
renovasi sehingga kapasitasnya rheningKatmehjadi3dO kW.

7. Peqingkatan kua.litasas~Ladralrah. bertambrahnya kualitas dariaset tetapyang,sYdah ada.
Misalnya, jalanyang masi.h berupatanah ditingkatkal1olehpern~rintah m~njadijalanaspal.

8. Pertambahan volume aset'adalah bertambahnya jUrnlahatau <satuan ukuran aset yang
sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dad 400 m2 menjadi 500
m2

Contoh:

Kementerian Negara/Lembaga merencanakan untuk menganggarkan dalanr DIPA untuk
perp~ikan kantor d,~ngan m~mperb~iki",...'.atapnya", yang, sering boQpr, pengecatan,
pengg~ntianb~n mobiJginasJ\,' gantio,li "dan§eryi$, mpbil...A,c$~rta()l{erhf;/4Jl, mobil B.
Rencananya, atap kantoryang terbuat dari seng a~an digantid~l'1gal1.a~apyangJebih baik,
yaitu menggunakan genteng keramik dengan menelan biaya Rp20.000.000,-~, Peng~catan
dengancat kualitas nbmo( 1 DullixRp15.000.000,-. Ganti empat b~mRp2:000.000,-, servis
danganti oli Rp750.000,2,dan overh'aul Rp6.50p,pOO,-.

Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran penggantian. atap kantor. perlu
dilakukananalisis apakah pengeluarantersebut dimasukkan sebagafBelanjaMbdal atauBelanja OperasionaI. . .

Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru.. q~patrnE:mampah
kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama terpenuhrYaitu pel1geruaran
ters.ebut. .rnengakibptkan ..bertambahnYP/masa ..manfppt,...kappsitas,ikuaHtas, danvolume
as~tyang dirniliki. pemikian juga kriteriakedup,P!ng!luarpn. t!fsebutmemenUhi nilai
minimum kapitplisasi untuk gedljng dan bangunanyang ditetapkan sebesar
Rp 1 O,OOO.OOO,c'.. P~ng!catantidakakpn D1!nambah mpsp;manfaat, umur, .dankapasitas,
berapa pun njlai pengecatan. Ganti ban sama.sehingga ITIcasUkklasifikasiBelanja Barang.
Sedangkan overhau/akan menambah umurmesin mobil., masuk klasifikasiBelpnja M,Odal.~

aset tetap <;itau aset lainnya
demikian menambahDe(1gan



G. PELAPORAN DALAM SISTEM AKUNTANSIINSTANSI

1, Untuk pelaperan Sistem Akuntansi Instansi, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
membukukan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari
2008 dengan menggunakan kede dan uraian hasil mapping dari Bagan Perkiraan Standar
ke Bagan Akun Standar sebagaimana tat a cara mapping yang akan diatur dalam surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2. Untuk pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
membukukan penerimaan dari tanggal1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember
2008 dengan menggunakan kede dan uraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nemor 911PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Untuk pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
membukukan belanja dengan menggunakan kede dan uraian sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan Nemor 91/PMK.05/2007 tentang -

3.

Bagan Akun Standar. ~

..



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 33 IPB/200B TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG, DAN BELANJA MODAL SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
91/PMK.O5/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR


